lan syarat-syaratnya.

3 a muwakkil, dalam

proyek ini yang menjadi muwakkil ialah PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen) selaku penanggungjawab proyek serta memiliki kecakapan
dan kekuasaan dari proyek tersebut. Syarat dan rukun kedua adanya
seorang wakil, pemilihan CV. Adhi Surya sebaga pelaksana lapangan

dari proyek optimalisasi atau sebagai wakil dari PPK dilakukan melalui

proses lelang umum. Syarat dan rukun yang ketiga yaitu muwakkal fih
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dalam proyek tersebut adalah pengerjaan atau paket kerja Optimalisasi
Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM). Shighat sebagai rukun dan
syarat akad wakalah mugayyadah. Dokumen-dokumen tersebut antara
lain : Surat Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Mulai
Kerja (SMK). Surat-surat _tersebut merupakan suatu bentuk shighat
akad dan _pemberian kuasa dari muwakkil,(PPK) kepada wakil (CV.
Andi Surya).

Pandangan-hukum Islam'tentang pemberian denda pada akad wakalah
mugayyadah dengan menggunakan istinbath hukum di dalam metode
giyas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Peneliti menggunakan

ayat al-Qur’an % :$i-1Y sebagai al-Ashlunya dengan menetapkan ‘/lat

yang terkandung di dalamnya yaitu persyaratan yang terdapat dalam
suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak
terpenuhi. Adapun hukum asal yang terdapat dalam ayat mubah atau
jaiz hukumnya dalam pemberian denda kepada- seseorang yang telah
melanggar  perjanjian_dan al-far‘unyasadalah adanya ra’zir dalam
bentuk_sanksi denda madhbuut di mana peneliti /telah menganalisis
secara selektif-di-antara sifat-sifat yang-terdapat di dalam akad wakalah
mugayyadah sekaligus menetapkan ‘illat yang terdapat di dalamnya

yaitu sanksi denda madhbuut.
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B. Saran
1. Bagi Pemerintah

Dalam melakukan sebuah perjanjian haruslah diperhitungkan dan
harus disepakati antara kedua belah pihak, karena sebuah perjanjian
merupakan pengikatan~hubungan_dua pihak yang saling terikat oleh
hukum. Pemerintah dalam membuat peraturan atau perundang-
undangan juga haruslah-mengkaji dan.mengsingkronkan dengan hukum
Islam. Karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk
beragama Islam. Sehingga dalam penegakan hukum melalui peraturan
atau perundang-undangan yang dirancang bisa-ditegakkan secara tegas
dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Dengan. langkah tersebut
diharapkan peraturan dan perundang-undangan yang dibuat bisa ditaati
dan ditegakkan secara baik dan adil.

2., Bagi Perusahaan

Sebagai rekan kerja pemerintah dalam pelaksanaan proyek yang
diadakan eleh pemerintah, sebuah perusahaan haruslah menjadi partner
kerja,yang baik. Karena jika ‘sebuah perusahaan/yang menjadi rekan
kerja yang. hanya~menjadi-benalu~bagi_pemerintah tanpa kapabilitas
yang baik sebagai rekan kerja pemerintah, maka perusahaan tersebut
pastilah akan menyebabkan kerugian bagi pemerintah di sana-sininya.
Maka dari itu, sebuah perusahaan haruslah mempunyai kapabilitas yang

baik, bertanggungjawab, serta amanah.
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Bagi Akademisi

Sebagai civitas akademika yang berlandaskan hukum-hukum
Islam, dan sebagai generasi penerus bangsa kita harus bisa mengawal
perjalanan pemerintahan, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat
pemerintah tidak keluar dari“syariat Islam. Kajian-kajian mengenai
peraturan, perundang-undangan, dan“kebijakan pemerintah ke dalam
hukum dslam sangatlah-diperlukan. Hal ini dikarenakan masih banyak
peraturan -atau perundang-undangan pemerintah yang masih bisa
dimanfaatkan.oleh oknum-oknum ‘yang tidak bertanggungjawab
sehingga berdampak kerugian yang diterima-oleh negara. Maka dari itu,
diharapkan muncul lebih banyak lagi penelitian-penelitan tentang
hukum Islam terkait dengan peraturan dan perundangan-undangan.
Sehingga bisa menutup celah oknum-oknum yang tidak

bertanggungjawab tersebut merugikan negara lagi.



